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BAB IV  

PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab III di 

PT. karunia muamalah energi maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja 

tenaga kerja di PT Karunia Muamalah Energi di Kabupaten Tebo Provinsi 

Jambi adalah : 

a. Penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. karunia 

muamalah energi terhadap tenaga kerjanya telah didasari dengan 

peraturan perundang-undangan. Dapat dilihat dengan dibentuknya 

departement (P2K3) Panitia Pembina Keselamatan Kesehatan Kerja dan 

(HSE) Health Safety & Enviroment yang dikhususkan untuk mengawasi 

keselamatan dan kesehatan kerja  

b. Kesehatan kerja tidak luput dari control dan pengawasan pihak 

departement K3 PT. karunia muamalah energi dengan menerapkan 

kebijakan pemeriksaan kesehatan kerja (Medical Check-Up) secara 

Cuma-Cuma kepada seluruh tenaga kerja yang dibagi menjadi 2 (dua) 

bagian control kesehatan yaitu Pemeriksaan Berkala dam Pre-

employment. 

2. Kendala Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan 

kesehatan kerja tenaga kerja di PT Karunia Muamalah Energi di Kabupaten 

Tebo Provinsi Jambi adalah : 
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a. masih belum membuat (alat pelindung diri ) APD sebagai kebutuhan 

untuk menunjang produktivitas kerja yang baik serta aman. 

b. adanya budaya “santai dan “ketidakpedulian” dari tenaga kerja dalam 

mengutamakan keselamatan di saat melakukan pekerjaan. Kurangnya 

kesadaran berberapa para tenaga kerja menggunakan APD yang wajib 

digunakan saat bekerja mengakibatkan resiko terhadap ancaman 

kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja cukup tinggi. Tenaga kerja 

tidak berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya serta selalu menganggap 

semua pekerjaan dengan sepele. 

3. Upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan perlindungan 

keselamatan dan kesehatan kerja PT. Karunia Muamalah Energi Kabupaten 

Tebo Provinsi Jambi : 

a. Meningkatkan pengawasan yang dilakukan oleh departement K3 

b. Memberikan pelatihan (training) keselamatan dan kesehatan kerja  

c. Memberikan pedoman cara kerja yang aman kepada setiap tenag kerja. 

d. Melakukan penyelidikan kecelakaan kerja  

e. Melakukan pembinaan dan memberikan informasi serta sosialisasi 

mengenai  keselamatan dan kesehatan kerja Terhadap tenaga kerja yang 

melanggar aturan dan ketentuan yang telah disepakatinya terutama 

mengenai keselamatan dan kesehatan kerja PT. Karunia muamalah energi 

memberikan sanksi, sanksi kedisiplinan kerja. 
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B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di PT. karunia 

muamalah energi di kabupaten tebo provinsi jambi, penulis mengemukakan 

berberapa saran sebagai berikut : 

1. PT. karunia muamalah energi dalam memberikan perlindungan hukum 

keselamatan dan kesehatan bisa dikatakan sudah cukup baik, namun 

kedepannya sebaiknya pihak departement K3 juga memperhatikan serta 

adanya pengawasan K3 terhadap tenaga kerja yang berada di wilayah kantor 

dan tidak hanya berfokus terhadap K3 terhadap tenaga kerja yang berada di 

lapangan karena sebagaimana kita ketahui bahwa di setiap pekerjaan yang 

dilakukan mempunyai resiko dan bahaya kecelakaan maupun gangguan 

kesehatan kerja yang tidak dapat kita prediksi datangnya.  

2. Kesadaran diri kepada berberapa tenaga kerja untuk melindungi 

keselamatan dan kesehatan diri pribadinya perlu ditanamkan lagi sehingga 

PT. karunia muamalah energi dapat mencapai visi dan misinya yaitu 

Sebagai Perusahaan Terdepan dalam pelaksanaan Jasa Pertambangan baik 

secara lokal maupun Regional dan menjadi bagian dalam perkembangan 

Usaha Jasa Pertambangan secara lokal khususnya dan secara Nasional pada 

umumnya serta memotivasi para tenaga kerja untuk selalu aktif dan 

berpatisipasi dalam seluruh aktivitas perusahaan yang berwawasan 

lingkungan. 

3. Diharapkan kedepan kinerja pengawasan departement Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja di PT. karunia muamalah energi lebih dapat ditingkatkan 

terutama dalam pembinaan kepada setiap tenaga kerja mengenai 
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keselamatan dan kesehatan kerja sehingga tidak terjadi lagi resiko 

kecelakaan dan gangguan kesehatan kerja dimasa yang akan datang. 
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